BAB 11
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Perpajakan
2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. DrJ.FA Adriani yang
telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihar8jd, dalam buku “pengantar
lImu Hukum Pajak (1991:21) yang dikutip oleh Waly2006:2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat shgak) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-pemat dengan tidak
mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapatjdkudan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran uberhubung dengan
tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukpkaa ahli yang dikutip
Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia (200b&18lah sebagai berikut :
1. S.I. Djajadiningrat

“ Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sabagia kekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, pddmuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebhgkuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapakskkan, tetapi tidak ada
jasa timbal-balik dari negara secara langsung,kumiemelihara kesejahteraan
secara umum “.

2. N. J. Feldmann

“ Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak déa terutang kepada
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkanmgasasamum), tanpa ada
kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk utonen
pengeluaranpengeluaran umum *.

10
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3. Soeparman Soemahamidja
“ Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau bangary dipungut oleh

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna rpebidya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mendagsajahteraan umum”.

4. Rachmat. Soemitro, dalam bukunya “Dasar-dasar HulRajak dan Pajak
Pendapatan (1990:5)” menyatakan :
“ Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara lsidgas undang-undang
(yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasaali(kontarprestasi),

yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakatukunmembayar
pengeluaran umum.*”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimrgrullbahwa ciri-ciri

yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sertanap@laksanaannya yang
sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan aalakgntraprestasi
individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusaporapemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluarareqpetah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunaktaik membiayapublic
investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budggtéry mengatur.

2.1.1.2 Fungsi Pajak
Dua fungsi pajak seperti dikemukakan oleh Waluyad@6) yaitu:

1) Fungsi penerimaan (budgetair)
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Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperkemukbagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. g&ebaontoh yaiu
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimakamadnegeri.

2) Fungsi mengatur (regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atdaksenakan kebijakan
di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh ydikenakannya pajak yang
lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekdemikian pula terhadap

barang mewah.

2.1.1.3 Jenis Pajak
Pajak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:
1. Menurut Golongan
a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebananrdek tdapat
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi belaagsung Wajib Pajak
yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebgaardapat
dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh PajakaP@rahan Nilai.
2. Menurut Sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaiam
pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:
a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal diardasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objek#fnydalam arti
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memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Sebagai obhonPajak
Penghasilan

Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal ateuddsarkan pada
objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajiald&ebagai contoh

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasg&lewah

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a.

Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh petabr pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.gaelcantoh Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajaku&lenj ats Barang
Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh petaerdaerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.g@elcantoh Pajak

reklame dan Pajak Hiburan.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

21141 Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 @igkse] yaitu:

a. Stelselnyata (iil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasyiany nyata,

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada thun pajak, yakni

setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diéeaaltii. Kelebiharstelsel

ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistisled®hannya adalah pajak baru

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah peitghail diketahui).
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b. Stelselanggapanfictive stelsél

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dyang oleh
undang-undang, sebagai contoh, penghasilan suain tianggap sama dengan
tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pagkdabat ditetapkan besarnya
pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalanebibanstelselini adalah pajak
yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harusumggn akhir tahun.
Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak barkas pada keadaan yang
sesungguhnya.
c. Stelselcampuran

Stelselini merupakan kombinasi antatelselnyata darstelselanggapan.
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasatkatu anggapan, kemudian
pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dekemalaan yang sebenarnya.
Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebihrbésapada pajak menurut
anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekumaymaDemikian pula

sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihandgpat diminta kembali.

2.1.1.4.2 AsasPemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak harus dipegang tegum daiemilih
alternative pemungutan agar tujuan pemungutan padgglat tercapai. Sehingga
terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujaanasas yang masih
diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuankpagatentu. Asas-asas

pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Afaitih dalamAn inquiri
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into the Nature andCause of the Wealth of Nationmenyatakan bahwa

pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

1) Equality
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan meratd, ymjak dikenakan
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengaarkpuan membayar
pajak atauability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil
dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkang untuk
pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentiygatan manfaat yang
diminta

2) Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wen@ieh karena itu,
Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan past@irnya pajak yang
terutang, kapan harus dibayar, serta batas wakbbg@garan

3) Convinience
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebailsgsuai dengan saat-
saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagaitalorpada saat Waijib
Pajak memperoleh penghasilan. System pemungutaisebutPay as You
Earn.

4) Economy
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biayamdran kewajiban
pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkiamikian pula

beban yang dipikul Wajib Pajak.



16

Menurut Richard A.Musgrave dan Peggy B.Musgrave la(da
Waluyo,2005:12) terdapat dua macam asas keadilanmpgutan pajak, yaitu :

1) Benefit Principle
Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap WajilalPharus membayar pajak
sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pieaér. Pendekatan ini
disebutRevenue and Expenditure Approach.

2) Ability Principle
Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dilb@makepada Wajib
Pajak atas dasar kemampuan membayar.

Masalah keadilan dalam pemungutan pajak, dibedagacara lain

(Waluyo,2006:14) yaitu dalam :

1) Keadilan Horizontal
Pemungutan pajak adil secara horizontal apabilarbglajaknya sama atas
semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan gamg dengan jumlah
tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis m#aghatau sumber
penghasilan.

2) Keadilan Vertikal
Keadilan dapat dirumuskan (Horizontal dan VertikeBhwa pemungutan
pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomisgysama dikenakan pajak
yang sama, demikian sebaliknya.

Asas pemungutan lainnya juga dikemukakan oleh Jolbue yaitu The
Neutrality Principle yang bermakna bahwa pajak itu harus netral arttidak
mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsuatau memproduksi
barang. Terlihat bahwa asas ini bertujuan untukjagenagar pemungutan pajak

tidak mengganggu kemajuan ekonomi. Namun, dimurkgkinkebijaksanaan

pemerintah justru dibuat untuk mempengaruhi konsamasyarakat.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2006:17padadibagi

menjadi:
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a. Official Assesment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yaggbari wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan beagrajk yang terutang.
Ciri-ciri Official Assesment System
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutenagl® pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketmtgpajak oleh fiskus.
b. Self Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yasrgberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak kuntenghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sereBarbya pajak yang harus
dibayar.

c. Witholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yagmgbari wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungsarbga pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-undang R.I Nomor @ima883 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan tafekisi oleh undang-
undang No 28 Tahun 2007, yang berbunyi sebagauidoahwa ciri dan corak
tersendiri dari system pemungutan pajak tersekalabhd
1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan daggtelian kewajiban

dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langswang librsama-sama
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melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukatuku pembiayaan
negara dan pembangunan nasional.

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajddagae pencerminan
kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggatyarakat Wajib Pajak
sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajadesuai dengan fungsinya
berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, damgawasan terhadap
pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib Pajak barkas ketentuan yang
digariskan dalam peraturan perundang-undangan jpkgra

3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaamtuku dapat
melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui esysimenghitung,
memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yangtaieg 6elf-
assessmejtsehingga melalui sistem ini pelaksanaan admassperpajakan
diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih ragkenedali, sederhana dan

mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wwagjak.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak
2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik IndonesmaadX 6 tahun 1983
sebagaiman telah diubah dengan perubahan terakidard-undang Republik
Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan rdndan Tata Cara
Perpajakan menyebutkan pengertian pemeriksaan hadal@ngkaian kegiatan

untuk mencari , mengumpulkan dan mengelola dataatiun keterangan lainnya
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untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban péeajaberdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi dari pemeriksaan menurut Mardiasmo (208Balalah :

Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkamgoiah data dan atau
keterangan lainnya untuk menguiji kepatuhan pemenkéaajiban perpajakan
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakarenkean peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan definisi pemeriksaan dalam akuntansi mermrens dan

Loebbecke (2003 : 1) adalah :

1)
2)

3)

4)

Pemeriksaan adalah proses pengumpulan dan pengeealubahan bukti
tentang informasi yang dapat diukur mengenai setitas ekonomi yang
dilakukan seorang yang kompeten dan independenk udpat menentukan
dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dehkggamia-kriteria yang
telah ditetapkan.

Dengan demikian, sasaran pemeriksaan dapat tefikiesitsebagai berikut :
Penafsiran undang-undang perpajakan yang salah.

Kesalahan hitung.

Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengana&eadebenarnya
(penggelapan)

Pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yakgldih Wajib Pajak

tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangpajglean.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun ke®&gai mana

telah dirubah dengan perubahan terakhir Undangmélomor 28 Tahun 2007,

menyabutkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak dapedlakan menjadi dua yaitu
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untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban péeajdan untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturandgssrgrundangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No0.199/PBIR0OD7 Pasal 3

ayat (3), pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pahmnkewajiban perpajakan

Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal:

a.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakbaih Ibayar,
termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahulkelebihan
pajak;

Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakgn ru

tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Petabean tetapi
melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan d&8anat Teguran;

. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekarandékyipembubaran,

atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-iganartau
Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuherilritseleksi
berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikatanga kewajiban
perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesederkuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melasan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, sepenty ydsebutkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan No0.199/PMK.03/2007, pnélipemeriksaan yang

dilakukan dalam rangka:

Pao o

T@ =

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secaratgai
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusah®Kjek;

Wajib pajak mengajukan keberatan dan banding,

Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghmtifegeghasilan
Neto,

Pencocokan data dan atau alat keterangan,

Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah tertentu,

Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajaknfteahan Nilai dan
atau Pajak Penghasilan Pasal 21,

Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjangka waktu
kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberibtasaserpajakan;
Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra jdPgian
Penghindaran Pajak Berganda.
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2.1.2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan NombiavK/04/2000,
ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan sebagyakut:

1. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jeniskpajau seluruh jenis
pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahbelsmnya dan atau untuk
tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajalenferiksaan ini dapat
dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap dan pesaanksederhana. Di
mana pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jawgk#u 2 (dua) bulan
dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) buledgarggkan pemeriksaan
sederhana dilaksankan dalam waktu 1 (satu) bulanddpat diperpanjang
menjadi paling lama 2 (dua) bualan.

2. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pdgientu baik tahun
berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang ultdek di Kantor
Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini hanysadailakukan dengan
pemeriksaan sederhana dan dilaksanakan dalam jamgktu 4 (empat)

minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lart@eném) minggu.

Ruang lingkup pemeriksaan menurut SE-10/PJ.04/88@&ng Kebijakan
Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan KeavaPerpajakan, yaitu:
1. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan daig gajak dan periode

dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objetiku dilakukan
pemeriksaan.
2. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhememuhan kewajiban

perpajakan meliputi pemeriksaan atau satu, bebeatpa seluruh jenis pajak,
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baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, BagiaonTatau Tahun Pajak,

baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

2.1.2.4 Jenisjenis Pemeriksaan Pajak

Pardiat (2007:5) menyebutkan bahwa jenis Pemenmkisadiri dari :
1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat yang dilakukan
terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhlknd&a kewajiban
perpajakannya. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksardddam hal :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan :

1. SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar;

2. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak LebyaiBa

3. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagzatakdanya
perubahan tahun buku atau metode pembukuan atdaigerkembali
aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direkturdimal Pajak;

b. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, apdnitalihan
usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akamggalkan Indonesia
selama- lamanya.

c. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyakapa SPT
Tahunan/ Masa dalam jangka waktu yang telah dikamtudan setelah
ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT padaktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

d. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukanatagi membangun

sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegitdesebut patut

diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan Kriteria Seleksi adalah pemeriksaag gdakukan terhadap
Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor risikep&tuhan. Pemeriksaan
Kriteria seleksi terdiri dari :
a. Kriteria seleksi risiko dilaksanakan apabila SPThdraan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diksar berdasarkan
analisis risiko;
b. kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SRIhuhan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk dikser berdasarkan
sistem skoring secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus, adalah

Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakekadap Wajib
Pajak sehubungan dengan adanya informasi, dataralapkemungkinan
terjadinya penyimpangan pajak atau pengaduan yanrgitan dengannya serta
untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuartemtu dalam rangka
pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajale@masuk karena
permintaan Wajib Pajak. Pemeriksaan Khusus dafzdtutian dalam hal :

a. adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidanmajaan;

b. pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak P@3;50

c. terdapat data baru atau data yang semula belumgteap yang dilakukan
melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instrukgkir Jenderal Pajak;

d. permintaan Wajib Pajak;

e. pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;
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f. untuk memperoleh informasi atau data tertentu dadamgka pelaksanaan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan ydifgkukan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugagah terjadi tindak
pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan Bukti Bleian dapat dilakukan
apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidan&didang perpajakan hasil
analisis data, informasi, laporan, pengaduan, &appengamatan atau laporan

pemeriksaan pajak.

2.1.2.5 Standar Pemeriksaan Pajak

Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik = Ind@nes
No0.199/PMK.03/2007 yang ditetapkan pada tanggdb@8ember 2007 mengenai
Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan untukup&egatuhan Wajib Pajak
harus dilaksanakan sesuai dengan Standar PemexikSgandar Pemeriksaan
meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Peraanksdan Standar
Pelaporan Hasil Pemeriksaan.
1. Standar umum pemeriksaan pajak

a. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang :

a) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan ilkem
ketrampilan sebagai pemeriksa pajak.

b) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh gigatign, bersikap
terbuka, sopan dan objektif, serta menghindarkanddri perbuatan
tercela.

c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksaen@ s
memberikann gambaran yang sesuai dengan keadaamaseya
tentang Wajib Pajak.

b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertga lemeriksaan

sebagai bahan untuk menuyusun laporan pemeriksgak. P
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2. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sek&agat :

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengaregeersyang baik,
sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatawas@n yang
seksama,;

b. Luas pemeriksaana@dit scopg ditentukan berdasarkan petunjuk yang
diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencotokdata,
pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi,ikekampling, dan
pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;

c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti éemgyang cukup
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-gentdaerpajakan;

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim PemeriksakBaag terdiri dari
seorang supervisor, seorang ketua tim, seorangediguanggota tim;

e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud di afeat ddbantu oleh
seorang atau lebih yang memiliki keahlian terte/ang bukan merupakan
Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari Direktdeatieral Pajak maupun
yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jeald®ajak yang telah
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tanahli seperti
peterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi inf@im@an pengacara;

f.  Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepah pemenuhan
kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama dengan tim
pemeriksa dari instansi lain;

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktdeatideral Pajak,
tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wgpk, Rampat tinggal
Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap peleh pemeriksa Pajak;

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apdipélukan dapat
dilanjutkan di luar jam Kkerja;

I. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalanukb&mrtas Kerja
Pemeriksaan;

j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasaeriptan Surat
Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

3. Standar laporan pemeriksaan pajak, yaitu :

a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rin@kas) jelas menurut
ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, uatemesimpulan
pemeriksaan pajak yang didukung bukti yang kuattenada atau tidak
adanya penyimpangan terhadap peraturan perundalapgan
perpajakan, dan memuat pula pengungkapan infornf@si yang
diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturamgeng-undangan
perpajakan.

b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengangupgkapan
penyimpangan surat pemberitahuan harus mempeditatk
a) Berbagai faktor perbandingan
b) Nilai absolute dari penyimpangan
c) Sifat dari penyimpangan
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d) Pengaruh penyimpangan
e) Hubungan dengan permasalahan lainnya

c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh dgftag lengkap dan
rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.2.6 Norma Pemeriksaan

Agar dalam pelaksanaan pajak dapat berjalan dergék Menteri
Keuangan telah menetapkan adanya norma pemeriksaiinyang berkaitan
dengan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaapum yang berkaitan
dengan wajib pajak (Richard Burton dan Wiryamanllzas, 2001:60). Norma
pemeriksaan tersebut adalah:
1. Norma Pemeriksan yang berkaitan dengan PemeriksRelaeriksaan Pajak.

a. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemer#ak @alam rangka

Pemeriksan Pajak Lapangan adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Rlesaerdan
dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan pada waktuakuean
pemeriksan;

2) Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara terbdhwa akan
dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

3) Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Tanda PengPraleriksa
dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

4) Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan typeameriksaan
kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;

5) Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksajak;P

6) Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wdjdgak
mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencdaitapetunjuk
lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakarubselgan
dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuanr aga
penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan yiganen
kewajiban perpajakan dalam tahun-tahuan selanjuthigksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7) Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-bukutaateatatan dan
dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari W#&jdjak paling
lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pesaanik

8) Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepadak ddia yang
tidak berhak tentang segala sesuatu yang diketdhuidiberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan
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b. Wewenang Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemenmikigsangan

adalah:

1) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatartazgtadan
dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluatam media
komputer dan perangkat elektronik pengolah datenye;

2) Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari ibW&ajak yang
diperiksa;

3) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merup@kapat untuk
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat menpetunjuk
tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau teempatt lain yang
dianggap penting serta melakukan pemeriksaan daetempat
tersebut;

4) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersehatas, apabila
Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikesempatan
untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, adak tda di
tempat pada saat pemeriksaan dilakukan;

5) Meminta keterangan dan atau data yang diperlukanpdeak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yareyidga.

. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemer#éfak &alam rangka

Pemeriksaan Kantor adalah sebagai berkut:

1) Pemeriksa Pajak, dengan menggunakan surat panggi&ang
ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkuta@manggil
Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Direktorat JeaddBajak yang di
tunjuk dalam rangka pemeriksaan;

2) Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan typeameriksaan
kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;

3) Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksajak;P

4) Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara terkejpada Wajib
Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yemgeda antara
Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan;

5) Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada Wdjdgak
mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencdaitapetunjuk
lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakarubselgan

dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuanr aga

penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan yiganen
kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjuttij@ksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6) Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, taateatatan,
dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam darijiiWwRajak
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pémsaan;

7) Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepadak ddia yang
tidak berhak segala sesuatu yang diketahui ataweritihukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan

. Wewenang Pemeriksa Pajak dalam melakukan Pemeiiesator:

1) Memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatatan Wajib
Pajak;



28

2) Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari ibV&ajak yang
diperiksa;

3) Meminta keterangan dan atau data yang diperlukanpdeak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yaregidga.

2. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaks&#eraariksaan adalah
sebagai berikut:

a.
b.

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau Rebiteriksa Pajak;
Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jehd®ajak, di Kantor
Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabri&uadi tempat usaha
atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempatainggjib Pajak atau di
tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenideagak;

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apdipéndang perlu
dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

Hasil Pemeriksaan ditungkan dalam Kertas Kerja Pi&saan;

Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan sKeKarja
Pemeriksaan;

Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disagib Pajak atau
kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang ppraettersebut dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan leuasanya;
Terhadap hasil temuan sebagai hasil Pemeriksaagkapryang tidak atau
tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilekkn Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hesiheriksaan;

. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan pajak, diterbgkeaat ketetapan pajak

dan Surat Tagih Pajak, kecuali pemeriksaan dilkajutdengan tindakan
penyidikan.

3. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak

a.

Dalam hal Pemeriksaan Lapangan,

1) Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajatuku
memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tdtetagenal
Pemeriksa;

2) Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajatuku
memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuarrgesaan.

Dalam hal Pemeriksaan Kantor,

1) Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datangnghadiri
pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;

2) Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjamakubouku,
catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukatuk
kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangi@am dangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal syermintaan, dan
apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi olehibVBRgjak, maka
pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;

3) Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajmkan yang
berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara pesikriksaan
dengan Surat Pemberitahuan,;
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4) Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatanganit g&anyataan

persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaanujiset

c. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap,

Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatanganiteBé&cara Hasil
Pemeriksaan apabila hasil pameriksaan tersebut &itku tidak seluruhnya
disetuju. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan bWRjajak wajib
melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atauamatatokumen yang
menjadi dasarnya, dokumen lain yan berhubungan asepgnghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebaw# Wajak, atau objek
pajak yang terutang pajak;

2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atangruyang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelanpameriksaan;

3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.1.2.7 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Peraturan Mentarari@an Nomor
199/PMK.03/2007 telah menetapkan adanya wewenamgefiesa Pajak baik
Pemeriksaan Lapangan maupun Pemeriksaan Kanttr sgdiagai berikut:

1. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pehzan kewajiban
perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksagangan, Pemeriksa
Pajak berwenang :

a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokuyasg menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen dam erhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan uspékerjaan bebas
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikel@deaselektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, baramgrak dan/atau
tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digamantuk menyimpan
buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar permbu atau
pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang gapgt memberi
petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kagiaisaha, pekerjaan
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuama dgtelancaran
Pemeriksaan, antara lain berupa :

1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biayh P&gak apabila
dalam mengakses data yang dikelola secara elektroemerlukan
peralatan dan/atau keahlian khusus;
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2) memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untulbukenbarang
bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Hesaan
Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokisaegat banyak
sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktoraidézal Pajak;
melakukan penyegelan tempat atau ruang tertenta barang bergerak
dan/atau tidak bergerak; meminta keterangan lisaviathu tertulis dari
Wajib Pajak; dan meminta keterangan dan/atau lyakiy diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WagaakP yang
diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan

2. Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pehaan kewajiban
perpajakan dilaksanakan dengan jenis PemeriksaatoiK@emeriksa Pajak
berwenang :

a.

b.

memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Dwekit Jenderal Pajak
dengan menggunakan surat panggilan;

melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokuyadg menjadi

dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumerefanaduk data yang
dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengarghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajdk Patau objek yang
terutang pajak;

meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuama gtelancaran
Pemeriksaan;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis darit\Rgjak;

meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat @kbntan Publik

melalui Wajib Pajak; dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperluleanpihak ketiga yang
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dipenkslalui kepala
unit pelaksana Pemeriksaan.

2.1.2.8 Pembahasan Hasil Pemeriksaan

Menurut  Siti Resmi (2003: 59-60) ada beberapa hahgy perlu

diperhatikan pada akhir suatu pemeriksaan adalah:

1. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, PemerlRamk wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajatlahg hasil pemeriksaan
berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemheanaldengan hasil
pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.

2.

Atas pemberitahuan hasil pemeriksaan tersebut, bWdajak wajib
menyampaikan tanggapan secara tertulis.
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3. Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib PajakmdPisa Pajak
mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahaskir Hasil
Pemeriksaan.

4. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WajibKPdgpat didampingi
oleh Konsultan Pajak atau Akuntan Pajak.

5. Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberitahuan hasirgesaan, tanggapan
oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeiksdgan Pembahasan
Akhir.

6. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan alau tidak menghadiri
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajakatkan Berita Acara,
selanjutnya surat ketetapan pajak dan Surat Tadiagak diterbitkan secara
jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang diskampkepada Wajib Pajak.

7. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Ridgk dilakukan apabila
pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

8. Dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan lampdisampaikan kepada
Wajib Pajak.

9. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permutaatang adanya tindak

pidana dibidang perpajakan, pemeriksaan dilanjuttangan pemeriksaan
bukti permulaan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak
2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Safri Nurmantu (2004:148-149), kepatuhanrpa@kan
didefinisikan sebagai “suatu keadaan di mana waglak memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajghd Terdapat dua
macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni:
Kepatuhan formal dan kepatuhan materi&patuhan formal adalah suatu
keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajibangpekpn secara formal
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang peapajaviisalnya
ketentuan batas waktu penyampaian Surat PembeaaitaRajak Penghasilan
(SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wagijalptelah melaporkan

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh)n@aahsebelum atau
pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memeketentuan formal,
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akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuatenal, yaitu suatu
keadaan di mana wajib pajak secara substantive mémsemua ketentuan
material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa ungdandang perpajakan.
Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan fornVehjib pajak yang
memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yaeggisi dengan jujur,
lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sdeetaintuan dan
menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir
Kepatuhan pajak menuriiiternasional Tax Glossar{1992: 296) yang
dikutip Chaizi Nasucha (2004: 131) adalah “ Tingkayang menunjukan Wajib
Pajak patuh atau tidak patuh terhadap aturan mhjakgaranya. Sebagai contoh
dalam pernyataan besarnya penghasilan atau memaSikat Pemberitahuan
Pajak dalam waktu yang telah ditentukan”.
Hasseldine (1993: 424) dikutip Chaizi Nasucha (2a@4) menyatakan
“ Kepatuhan adalah melaporkan semua harta kekayéajib Pajak yang
tercatat pada waktu yang ditentukan dan pengenmballaporan
pertanggungjawaban pajak yang akurat, sesuai dekgde pemasukan,

peraturan dan penerapan keputusan pengadilan paddu wdilakukan
pencatatan ”.

Dari pengertian tersebut di atas dikatakan bahwpatkdan pajak
merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk mengatormelaporkan pajak
yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakgmatihan yang diharapkan
dalam sistenself assesmemidalah kepatuhan sukarela dan bukan kepatuhan yang
dipaksakan.

Milgram dalam Hom (1999: 13) dikutip Chaizi Nasuc{2004: 132)
mengemukakan bahwa,

“ kepatuhan ditentukan oleh karakteristik-karalstgki dari figur otoritas dan
kehadirannya secara fisik dipengaruhi oleh intess#itau tingkat kepatuhan.
Tingkat kepatuhan sendiri dapat didefinisikan sabagersepsi individu
terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilakuk#ndividu akan

cenderung mengembangkan kepatuhan yang kuat terhamEintah
melakukan suatu tindakan yang menurut persepsiaaabau penting”.
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Ketidakpatuhan sebagai lawan kata kepatuhan dagetirdsikan secara
sederhana sebagai ketidak mampuan Wajib Pajak unexikhdak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan administrasi pangku tanpa penerapan
kegiatan penegakan undang-undang.

Kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivasi yaaggada individu-
individu. Kepatuhan menjadi elemen dasar yang pgnbagi pembentukan
kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Untuk imgdratkan kepatuhan sukarela
menurut Silviani (1992: 274-275) dikutip Chaizi MNabka (2004: 132),
“diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam penergperaturan perpajakan,
kesederhanaan, peraturan, prosedur perpajakanpalapanan yang baik serta
cepat terhadap Wajib Pajak”.

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan Wajib Pajak dapblbat dari
kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kdpn untuk menyetorkan
kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dap@nghitungan dan
pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalamagyam#n tunggakan. Erard
dan Feinstin (1994) seperti dikutip Chaizi Nasuehanggunakan teori psikologi
dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalahrdsa malu, persepsi wajib
pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yaegeka tanggung, dan
pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Chaizi Nasucha dengan mengutip Richard M. Bird Milka Casanegra
de Jantscher dalam bukmproving Tax Administration In Developing Coungrie
(IMF,1992), menyatakan bahwa berapa besarnya jukapgtuhan tbx gap,

yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguherygath pajak potensial dengan
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tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor pekpajanerupakan pengukuran
yang lebih akurat atas efektivitas administrasippgkan. Penyebatax gap
terutama lemahnya administrasi perpajakan. Kebgghapengumpulan pajak
hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jukapgtuhan. Semakin patuh
rakyat membayar pajak berarti jurang kepatuhan kemsempit dan berarti
pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya, sem&dar jurang kepatuhan
maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkdpaya mengurangi
kesenjangan kepatuhan dilakukan melalui penyemparrsgstem administrasi
perpajakan. Rendahny@x ratio menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang
tajam di mana hal ini terkait erat dengan admiagtpajak. Masalah lemahnya

administrasi perpajakan dialami oleh banyak negadang berkembang.

2.1.3.2 Ukuran Kepatuhan Wajib Pajak
Ukuran kepatuhan Wajib Pajak menurut Erly Suand0{2 103) dapat
dilihat atas dasar :

1. Patuh terhadap Kewajiban Intern, yakni dalam peratzay angsuran pajak,
laporan SPT masa PPh.

2. Patuh terhadap Kewajiban Tahunan, yakni dalam memghpajak atas dasar
sistemSelf Assesmenmelaporkan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir
tahun pajak serta melunasi hutang pajak.

3. Patuh terhadap Ketentuan Materil dan Yuridis Forpetpajakan melalui

pembukuan sebagaimana mestinya.

2.1.3.3 Proses K epatuhan Wajib Pajak
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Dari perspektif hukum menurut Soekanto (1982) dik@ahaizi Nasucha
(2004: 132) kepatuhan dapat mengandung empat puta®sa berikut ini :

1. Indoctrination yaitu orang mematuhi hukum karena diindoktrinagiuk
berbuat seperti yang dikehendaki oleh kaidah hukemsebut. Keadaan ini
umumnya terjadi melalui proses sosialisasi sehinggag mengetahui dan
mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. Habituation vyaitu sikap lanjut dari proses sosialisasi disatBi mana
dilakukan suatu sikap dan perilaku yang terus menelilakukan secara
berulang-ualang sehingga menjadi suatu kebiasaan.

a. Utility, yaitu orang cenderung untuk berbuat sesuatu &areerasakan
memperoleh manfaat dari sikap yang dilakukannyan@rakan mematuhi
hukum karena merasakan kegunaan hukum untuk mekaipkeadaan yang
diharapkan.

b. Group Identification yaitu kepatuhan hukum didasarkan pada kebutuhan

untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok $ogma Kepatuhan
terhadap hukum dianggap merupakan sarana yanggpadpat untuk
mengadakan identifikasi tersebut.

Menurut Cahaizi Nasucha (2004: 133) Kepatuhan hulsgimagai derajat

kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga proses gablaerikut:

1. Compliance yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan a#anya
suatu imbalan dan sebagai usaha untuk menghindalikanlari hukuman
yang mungkin akan dijatuhkan. Dalam tingkatan iep&uhan terhadap
hukum tidak didasarkan pada keyakinan akan tujudarn, tetapi ada unsure
pengendalian dari pemegang kekuasaan yang memplaggditas paksaan.
Kepatuhan akan muncul dari masyarakat jika terdammigawasan yang
efektif dari penegak hukum.

2. ldentification dalam proses ini orang mematuhi hukum dengan mdakgar
keberadaan anggota dalam kelompok tetap utuh dgditénubungan baik
antara anggota-anggota kelompok dengan pihak-piaag diberi wewenang
menerapkan kaidah hukum. Jadi, inisiatif dan metivantuk mematuhi
hukum adalah keuntungan yang akan diperoleh ddmutgan baik tersebut
sehingga kepatuhan hukum bergantung pada baik-byaukubungan itu.

3. Internalization orang akan mematuhi kaidah hukum karena dengan

kepatuhannya akan diperoleh imbalan. Dalam keadianikian mungkin
terjadi bahwa asas kaidah hukum tidak mendapabmnedpri segi keyakinan
akan nilai yang berlaku. Yang penting menurut mist@i orang percaya
tujuan yang akan dicapai oleh hukum hendak memderiknbalan bagi
dirinya.
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Secara garis besar, teori tentang kepatuhan Wajdk Rlapat digolongkan
dalam teori paksaan dan teori konsensus. Menuost paksaan, orang akan
mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan darakain yang bersifat legal
dari pemerintah. Teori ini didasarkan pada asurabwa paksaan fisik sebagai
monopoli penguasa adalah dasar terciptanya sutdttikan untuk tujuan hukum.
Jadi, menurut teori paksaan, unsur sanksi merupttdar yang menyebabkan
orang mematuhi hukum. Persoalannya, kalau suatdakaihukum hanya
berdasarkan pada sanksi sebagai tuntutan ditaatmyum justru akan
mengurangi wibawa hukum, baik terhadap hukum itudse maupun terhadap
penegak hukumnya. Seringkali pemaksaan perlakukaoniuwan penaatan akan
bersifat semu karena tidak berakar pada nilai-sgaial yang ada.

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum tenpetd& penerimaan
masyarakat terhadap sistem hukum, vyaitu sebagaar degalitas hukum.
Pemungutan Wajib Pajak mempunyai sifat yang dappbkdakan karena
pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang.B@dnsistem pemungutan
pajak di Indonesia menganut asaslf assesmentkewajiban menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak terutang dilakukamdisi oleh Wajib Pajak
sehingga pemungutan pajak yang sifatnya pemaksaak tbegitu saja
dilaksanakan. Oleh karena itu, kunci utama sistemgpmpulan pajak dengan

sistemself assesmeiidalah kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
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2.1.4 Pajak Penghasilan
2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak lagggang dipungut
oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak Ne@mlaagai pajak langsung,
maka beban pajak menjadi tanggungan Wajib Paja§ parsangkutan dan beban
pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada plaakdengan cara memasukan
beban pajak ke dalam kalkulasi harga jaul (Mund@82:109). Pajak
penghasilan juga dipungut secara periodik terhdadeppulan penghasilan yang
diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak selamau st@hun pajak, yang
pelaksanaannya telah diatur dengan undang-unddmggge dapat memberikan
kepastian hukum.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang No.7 Tahun ¥&8aimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan undang-un8mg6 Tahun 2008 tentang
pajak penghasilan ditegaskan bahwa “ pajak penghasiikenakan terhadap
subjek pajak atas penghasilan yang diterima agaeralehnya dalam suatu tahun
pajak”

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan baajak penghasilan
adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajakl{\Wajak) atas penghasilan
yang diterima dalam tahun pajak.

Pasal 4 (1) UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak pesiigimasebagaimana
telah dirubah dengan UU No.17 Tahun 2000, menjaladahwa:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitiag tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehbARgjak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonearegydapat dipakai untuk
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konsumsi atau untuk menambah kekayaan Waijib Paak ypersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari definisi tersebut diatas, penghasilan mengagdunsur-unsur sebagai

berikut :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis, artinya setmapahan kemampuan

untuk menguasai barang dan jasa tanpa menghirawddarsumber mana
tambahan kemampuan itu dipergunakan. Dengan demskisuai dengan asas
keadilan dan kesederhanaan, karena tidak terdajsringinasi dalam
pemungutan pajak, mengingat semua tambahan kemampaapa
membedakan sumber dan pemakainnya diberi perlajfarsmsama.

. Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, artinya tamdrakemampuan ekonomis
tersebut baru dikenakan pajak apabila telah dajatad berdasarkan basis
akuntansi yang digunakan oleh Wajib Pajak yangangsutan, basis akuntasi

tersebut adalah:

a. Cash basisadalah mendasarkan pencatatan akuntansinya pata sa

diterima atau dibayarkan secara tunai.

b. Accrual basisadalah mendasarkan pencatatan akuntansinya patla sa

timbulnya perjanjian atau pada saat timbulnya k#aajuntuk memenuhi
perjanjian yang menjadi dasar transaksi.

. Balk yang berasal dari Indonesia maupun dari luadomhesia, artinya
tambahan kemampuan ekonomis yang dikenakan pajak thanya yang
berasal dari Indonesia tetapi juga dari luar ne@géforld wide Income),

sehingga dimanapun penghasilan itu diterima atpardieh akan merupakan

objek pajak penghasilan.
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4. Dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayéajib Pajak yang
bersangkutan, dengan tujuan untuk memberikan kapastengenai dua hal,
yaitu:

a. Bahwa penggunaan penghasilan tersebut baik untakukasi maupun
ditabung, semuanya dikenakan pajak.
b. Penghasilan tersebut dapat dihitung dengan duayeata:

1) Berdasarkan mengalirnya penghasilan dari sumbeaghaeiian kepada
Wajib Pajak, yaitu penghasilan dari pekerjaan dafartungan kerja
dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha datdtegenghasilan
dari modal baik berupa harta gerak maupun baratak tbergerak
(misalnya bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungamualan harta
atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha), h@sign lainnya
(misalnya pembebasan hutang, hadiah)

2) Berdasarkan penghitungan jumlah konsumsinya dafajutambahan
harta atau tabungan Wajib Pajak dalam tahun yarsabgkutan.

5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, artinya ungrentukan apakah
suatu penerimaan atau perolehan dapat disebut agteghatau bukan, tidak
tergantung pada nama yang diberikan oleh Wajib kPd@n juga tidak
tergantung pada bentuk yuridis dari transaksi yaegimbulkan penerimaan

atau perolehan bagi Wajib Pajak tersebut.
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2.1.4.2 Subjek Pajak
Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek P&gakpanghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. WRaekdikenakan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selsatha tahun pajak atau dapat
pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam baggdoun pajak, apabila
kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakialam tahun pajak.
Yang menjadi subjek pajak adalah:
1. orang pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertermpggal atau berada di
Indonesia atau di luar Indonesia
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuaggaatikan yang berhak
Warisan yang terbagi dimaksud merupakan subjek kpgp@ngganti
menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
3. badan
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yamgpakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakuksaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komangiggseroan lainnya, badan
usaha milik Negara atau Daerah dengan nama damdagmtuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutpankumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi. sosial politik, aieganisasi yang sejenis,

lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badaryé&inn
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4. bentuk usaha tetap
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digegtgn oleh orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orantpguti yang berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapamiptiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidakrikin dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalanisaia atau melakukan

kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalagem dan subjek

pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesiang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus del@pdurh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang @ripang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai unaik bertempat
tinggal di Indonesia;
b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukandbriesia, kecuali unit
tertentu dari badan pemerintah yang memenubhi kaiter
1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan ndaemg-
undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran PendapatanBdinja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerifuaht atau

Pemerintah Daerah; dan
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4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasanifumagsnegara;

dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuarggaatikan yang

berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Inelsin, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (serdelapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dadab yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indomegang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usiaipadi Indonesia;

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Inelia, orang pribadi
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 ¢serdelapan puluh tiga)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dadab yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indomesyang dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonédizk dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melahiuk usaha tetap di

Indonesia.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalamringgn Wajib Pajak

luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibarkpgg antara lain:

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penigimabaik yang diterima

atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar med@, sedangkan Wajib
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Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penigilasiang berasal dari
sumber penghasilan di Indonesia;

b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasagearghasilan neto dengan
tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikgmajak berdasarkan
penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan

c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Sueattseritahuan Tahunan
Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetag§ak pang terutang
dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak fegeri tidak wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajakh&ste;n karena

kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongankpggang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usat@ melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indones@mgmuhan kewajiban
perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kawagjierpajakan Wajib
Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur daladangUndang ini dan
UndangUndang yang mengatur mengenai ketentuan umum din dara
perpajakan.

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak perigha@fasal 3 UU
No0.36 tahun 2008) adalah:

a. kantor perwakilan negara asing;

b. pejabatpejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atalalpajpejabat lain
dari negara asing dan oraoang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-samakaatengan syarat

bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidwnerima atau
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memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekenm tersebut serta
negara bersangkutan memberikan perlakuan timbi&t bal
C. organisasbrganisasi internasional dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untukpeeoleh penghasilan
dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepadaepatah yang
dananya berasal dari iuran para anggota;
d. pejabatpejabat perwakilan organisasi internasional sebaaa dimaksud
pada huruf c, dengan syarat bukan warga negarandésdo dan tidak
menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan laitukumemperoleh

penghasilan dari Indonesia.

2.1.4.3 Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2008 tentajak Penghasilan,
yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, ys&tiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajafik yang berasal dari
Indonesiamaupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakaikukttnsumsi atau
untuk menambalkekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan rmama
dalam bentuk apa pun,termasuk:
1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan peketjaajasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, tawion, komisi, bonus,
gratifikasi, uangpensiun, atau imbalan dalam bentakinya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang;
hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatanpeiaghargaan;

laba usaha,;
keuntungan karena penjualan atau karena pengdddréa termasuk:

Pwn
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a. keuntungan karena pengalihan harta kepada persgreesekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau pearyen@adal;

b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemeghaq, sekutu, atau
anggota yang diperoleh perseroan, persekutuarhatian lainnya;

c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelabumemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorgamisagan nama dan
dalam bentuk apa pun;

d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibamtudra atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluagdarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaaanbpendidikan,
badan social termasuk yayasan, koperasi, atau opaigadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuamigtur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tatkk hubungan
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau perguasik antara
pihakpihak yang bersangkutan; dan

e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebatpa seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, @rmodalan
dalam perusahaan pertambangan;

5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telatbdik@n sebagai biaya
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan largaminan
pengembalian utang;

7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, $ekndividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, darag@misisa hasil usaha
koperasi;

8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan peasjgbarta;

10.penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11.keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sal®pgan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12.keuntungan selisih kurs mata uang asing;

13.selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. premi asuransi;

15.iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan daggotanya yang terdiri
dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau peketyebas;

16.tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghgsitey belum dikenakan
pajak;

17.penghasilan dari usaha berbasis syariah;

18.imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undadgng yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajaian; d

19.surplus Bank Indonesia.
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2144 Tarif Pajak
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undangagndajak
Penghasilan, besarnya tarif pajak Pajak Penghasitng diterapkan atas
Penghasilan Kena Pajak adalah:
1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negetri:
a. sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima5% (lima persen)
puluh juta rupiah)
b. di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta15% (lima belas persen)
rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah)
c. di atas Rp25.000.000,00 (dua ratus linva25% (dua puluh lima persen)
puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)
d. di atas Rp 500.000.000,00 (dua ratus juta30% (tiga puluh persen)
rupiah)
2. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BentukhdsBetap (BUT)

adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2.15 Surat Pemberitahuan (SPT)
2.1.5.1 Pengertian Surat Pemberitahuan

Undang-undang RI No. 28 tahun 2007 tentang ketantumaum dan tata
cara perpajakan pasal 1, menyebutkan bahwa SunabdPéahuan adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkamgpéungan dan atau
pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dagjiken, menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang PegpgjalSurat
Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai saastna bagi Wajib Pajak di

dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghaib jumlah pajak
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yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Perahadh berfungsi untuk
melaporkan pembayaan atau pelunasan pajak baik disalgikan Wajib Pajak
sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan darupguatan yang dilakukan
oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajibdan pembayaran dari
pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemaumnpajak yang telah
dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempungknanyang cukup penting

baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan
Mardiasmo (2006:34) membedakan SPT secara gar&s besnjadi dua
yaitu:

1. SPT-Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak dikamaintuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak yang tegrualam suatu Masa
Pajak atau pada suatu saat. Masa pajak adalahajamgktu yang lamanya
sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu ylang ditetapkan
Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim.apepada umumnya satu
masa pajak sama dengan satu bulan takwim. Batakiywakyampaian SPT
Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari getelkhir masa pajak.
Contoh SPT Masa PPh pasal 25, SPT Masa PPh pdgél SPT Masa PPh
pasal 23 dan SPT Masa PPN/PPn BM.

2. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajakundigan untuk
melapokan penghitungan dan pembayaran pajak yantartg dalam satu

tahun Pajak atau bagian tahun pajak. Dalam SPTn&hwseluruh pajak
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terutang selama setahun , pembayaran yang telakukldn selama tahun
bersangkutan, jumlah objek pajak atau bukan. Obgejak, serta harta
kewajiban wajib pajak dilaporkan. Ada beberapa mma@&PT Tahunan :
Badan, Orang Pribadi, Pasal 21.

a. SPT Tahunan PPh Badan

Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib pajak diskgn untuk
menyampaikan SPT Tahunan (SPT Tahunan PPh Bad&T-1%71). SPT
Tahunan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulatelsle akhir tahun
pajak/tahun buku.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) bagi Wajjbk adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggualdgfan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya teruanmguntuk melaporkan
tentang :

1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah di@kaarsendiri dan
atau melalui pemotongan atau pemungutan pihakdalam 1 (satu)

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan ateantnlijek pajak;
3) Harta dan kewajiban
b. SPT Tahunan PPh 21

Selain melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, Wajibk PBgman
selaku pemotong PPh pasal 21 juga diwajibkan mepgi&an SPT Tahunan
PPh pasal 21. Setiap Pemotong Pajak wajib mengisnandatangani, dan

menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantaydpen Pajak tempat
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Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor PenyuluhamkPsgtempat. Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disamsgkanbat-lambatnya
tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Batastwadelaporan ini berlaku

juga bagi wajib pajak yang tahun bukunya berbedgale tahun takwim.

2.1.5.3 Fungs SPT
Mardiasmo (2006:32) menjelaskan beberapa fungsiéd®dra lain:
1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan.

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertangguedgian
perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajakg yelah
dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotong@@k@dau pemungutan
pajak lain dalam satu Tahun atau bagian Tahun Pajak

c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pegututentang
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadiketdan lain dalam
satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan pergadadangan
perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertangguedgfan
penghitungan jumlah pajak pertambahan Nilai damkP&enjualan atas
barang Mewah yang sebenarnya terutang.

b. Untuk melaporkan pengkreditkan Pajak Masukan texpadPajak

Keluaran.
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c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajakg yielah
dilaksanakan oleh Pengusaha kena Pajak dan ataalumpihak lain
dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan odehtgran perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertangawabkan pajak yang

dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Undang-undang perpajakan telah menetapkan sistemargitan pajak di
negara kita adalah seca@f assessmerdi mana wajib pajak diberi kepercayaan
dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk memgy, membayar dan
melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. aBectidak langsung
menyebabkan kebenaran pembayaran pajak terganddiagkejujuran wajib pajak
sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannyawdfiban perpajakan
merupakan perwujudan dari pengabdian dan saraaa perta wajib pajak untuk
secara langsung dan bersama-sama melaksanakanakanpgang diperlukan
untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasiargdméanggung jawab atas
kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhmpg&eanggota masyarakat
(Drs. Kustadi Arianta, 1984:4).

Jaminan terhadap jumlah pajak terutang yang dikgpowajib pajak agar
telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yangkbedan untuk mencegah

Wajib Pajak melakukamtax evasionmaupuntax avoidance maka kantor pajak
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perlu menerapkan mekanisme pengawasan. Mekanismgapasan yang
diterapkan salah satunya adalah melalui pemerikspajak (tax audit).

Pemeriksaan ditujukan untuk menjaga agar wajibkpaap berada di jalur yang
benar. Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republilnési@ Nomor 6 tahun 1983
sebagaiman telah diubah dengan perubahan terakidarid-undang Republik
Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan rndan Tata Cara
Perpajakan memberikan batasan tentang pemeriksiaahaserangkain kegiatan
untuk mencari , mengumpulkan dan mengelola dataatiun keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban péajaberdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ajp&gmn, yang
berhak mengadakan pemeriksaan pajak adalah pepeyasriksa pajak yang
dikoordinasikan oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak dUnit Pemeriksa dan
Penyidikan Pajak. Pemeriksaan pajak tidak diseralpleala pihak ketiga. Untuk
keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harugkidpndengan Surat Perintah
Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada pagak.

Dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap kewajiban ajpkgmnya,
manusia mempunyai keterbatasan nasional dan Hekperoportunistik yang
melatarbelakangi keputusan untuk patuh atau tiddé&na pemenuhan kewajiban
perpajakannya. Membayar pajak bukanlah tindakawy g&aderhana karena pada
dasarnya tidak seorangpun yang senang membayak kajana tidak adanya
manfaat langsung yang dirasakan wajib pajak, sghisgdah menjadi kebiasaan

bahwa setiap orang berusaha membayar pajaknyaisghmungkin.
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Menurut Safri  Nurmantu (2003:148-149), kepatuhanrpa@kan
didefinisikan sebagai “suatu keadaan di mana wpgfak memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajghd Terdapat dua
macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni:

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatdbenal adalah suatu
keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajibangpekpn secara formal
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang peapajaVisalnya

ketentuan batas waktu penyampaian Surat PembeaitadPajak Penghasilan
(SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wagilptelah melaporkan
Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPhindahsebelum atau
pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memeketentuan formal,

akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuatemnal, yaitu suatu
keadaan di mana wajib pajak secara substantive métmeemua ketentuan
material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa augdandang perpajakan.
Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan fornvahjib pajak yang

memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yaeggisi dengan jujur,
lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sdstantuan dan
menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan Wajib Pajak dapblbat dari
kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kdpn untuk menyetorkan
kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dap@nghitungan dan
pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalamagyam#n tunggakan. Erard
dan Feinstin (1994) seperti dikutip Chaizi Nasuechanggunakan teori psikologi
dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalahrdsa malu, persepsi wajib
pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yaegeka tanggung, dan
pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Toshiyuki (2001) sebagaimana dikutip Chaikiasucha
(2004:34), untuk mengukur kondisi kepatuhan wajilajak berdasarkan

rasionalisasi ekonomi, psikologi dan sosiologi, elrsi dimensi kepatuhan adalah

1) Kepatuhan wajib pajak yang mendasar, 2) KomBaporan pajak, 3) Kondisi
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pembayaran pajak, 4) Tanggapan wajib pajak terhadapya pemeriksaan serta
penagihan, 5) Kondisi pengelolaan keuangan, 6) lsomékerja keuangan, 7)
Kondisi organisasi non pemerintah, 8) Pengertidkyata selain wajib pajak
mengenai perpajakan.

Penelitian yang dilakukan di Jawa Timur oleh Suryd@003)
menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dibentak dimensi pemeriksaan
pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. mupganeriksaan adalah
untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksama kewajiban
perpajakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahemgriksaan pajak, salah
satu dimensi dari kepatuhan wajib pajak, mempupgsigaruh yang signifikan
terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut

Adanya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhjgb pajak juga
dikemukakan oleh Johannes Aritonang (2001) padelp@nnya di Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu. Baidas hasil penelitian
terlihat adanya pengaruh pemeriksaan pada wajibkpantuk meningkatkan
tingkat kepatuhan wajib pajak ataupun untuk menj@ggkat kepatuhan wajib
pajak agar tetap baik. Untuk meningkatkan kepatubesebut pemeriksaan dapat
dilakukan satu kali ataupun lebih dari satu kali.

Di Indonesia, peranan pemeriksaan pajak, sisterappedn termasuk
pemanfaatan teknologi informasi seperti MP3 (Mamig Pelaksanaan
Pembayaran Pajak) dan pemotongan pajak oleh pibtgak{vithholding tax
system dapat mempertinggi kepatuhan. Peranan akuntankdasultan pajak

yang professional, penegakan hukum dengan tegadaganan kepada wajib



54

pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatytempajakan (Safri
Nurmantu, 2003:154).

Hampir semua perpajakan di dunia mengatur kemuagkimdapat
dilakukannya penelitian dan pemeriksaan laporapgja@kan di mana di Indonesia
dikenal dengan sebutan SPT (Surat Pemberitahuanglifan dan Pemeriksaan
terhadap SPT pajak tersebut pada dasarnya merupalsérument untuk
mengungkap seberapa besar kemungkinan adanya rkekekiekeliruan dan
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, atau derigaa lain SPT yang
disampaikan oleh wajib pajak harus sesuai dengaygmatan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fumgsgawasan dalam
sistem self assessmentTujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguiji
kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajibkpagadasarkan data, informasi
dan bukti pendukung. Dengan istilah lain tujuani g@&meriksaan pajak adalah
untuk melihat kepatuhan wajib pajak dalam melaksama kewajiban
perpajakannya. Salah satu upaya tercapainya kepatwhajib pajak adalah
melalui pemeriksaan pajak yang baik. Pemeriksaamtime dilakukan untuk
menghindari adanya wajib pajak yang meloloskanddiri kewajiban pajak.

Mengingat hal tersebut di atas, maka tindakan p&saan pajak penting
dilakukan terhadap upaya meningkatkan kepatuhait wajak dalam pemenuhan
kewajiban perpajakannya. Dan merujuk pada penek#elumnya, penelitian ini
pun mencoba meneliti bagaimana pengaruh pemerikgagak terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Secara sederhana tampak pada gambar di bawah ini:
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Sugiyono (2008:93) menjelaskan bahwa hipotesiatddiprtikan sebagai
jawaban sementara terhadap rumusan masalah pemebikeh karena itu rumusan
masalah penelitian biasanya disusun dalam bentiukdapertanyaan. Dikatakan
sementara, karena jawaban yang diberikan baru atikas pada teori yang
relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empmEag diperoleh melalui
pengumpulan data. Hipotesis yang diajukan dalamelgiem ini adalah

"Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadaptikdjan wajib pajak



